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ABSTRAK 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum 

perjanjian pada praktik arisan online yang dilakukan oleh saudari Fera Oktavia 

sebagai admin arisan dengan 10 Anggota arisan.  Masalah yang terjadi pada 

praktik arisan uang online ini yaitu admin arisan yang memberikan denda kepada 

salah satu anggota arisan dikarenakan anggota tersebut mengundurkan diri dari 

keanggotaan arisan, pemberian sanksi ini belum tercantum pada aturan-aturab 

yang telah disepakati diawal antara admin arisan dengan anggota arisan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukan bahwa pemberian sanksi yang 

diberikan oleh admin arisan kepada salah satu anggota arisan tidak memiliki 

kekuatan hukum, karena dalam asas perjanjian yaitu asas facta sunt servanda 

dikatakan bahwa perjanjian yang disepakati, dalam hal ini berupa aturan-aturan 

pelaksanaan arisan uang online berlaku sebagai undang-undang. Maka admin 

arisan maupun anggota arisan tidak bisa merubah isi perjanjian yang telah 

disepakati tanpa persetujuan semua pihak yanh terlibat dalam perjanjian. 

 

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Perjanjian, Arisan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia adalah makhluk 

sosial yang dari itu maka manusia adalah makhluk yang hidup dengan cara 

berkelompok. Oleh sebab itu maka manusia tidak lepas dari interaksi dan 

komunikasi dengan manusia lainnya untuk mencapai suatu kepentingan 

pribadi atau kepentingan kelompok.1 

Aktivitas sosial manusia tentu harus mengaitkan akad dalam 

praktiknya, misalnya transaksi jual beli tentu harus menggunakan akad jual 

beli, atau bahkan transaksi arisan juga yang bersifat kelompok juga tidak bisa 

dilepaskan dari teori akad pada transaksi itu sendiri. 

Dalam bahasa Arab istilah arisan adalah jam’iyyah muwaddhofin, bila 

diambil makna perkata maka jam’iyyah yang memiliki arti perkumpulan 

sedangkan muwaddhofin berarti karyawan, maka disini dapat diartikan bahwa 

arisan adalah perkumpulan para karyawan. Namun makna arisan di sini sama 

dengan budaya arisan di Indonesia karena biasanya di Arab yang melakukan 

transaksi arisan adalah seorang karyawan.2 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan adalah 

mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh sekelompok 

orang   

                                                             

1  Ety Nur Inah,”PERANAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN’’,Jurnal Al-

Ta’dib, Vol.6 No 1, Januari-Juni 2013. 
2  Rohma Rozikin, Mokhamad,Hukum Arisan Dalam Islam(Malang:UB 

PRESS,2018),Hlm.2 
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dan kemudian diundi untuk menentukan siapa pemenangnya di antara 

mereka.3 

Pada bab I Ketentuan Umum pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi 

syariah dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian 

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu 

suatu perbuatan hukum tertentu.4 

Makna lain dari akad juga dikemukan oleh sebagian para ahli seperti 

Syamsul Anwar yang mengemukan bahwa akad adalah pertemuan dari ujung 

ijab dan kabul dari kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum pada objek akad. Tidak jauh berbeda pendapat dari Mursyid 

Al-Hairan yang mengemukan bahwa akad adalah pertemuan kedua belah 

pihak yang masing-masing membawa kehendak sehingga menghasil ijab dan 

kabul dalam melakukan suatu perbuatan hukum.5 

Secara garis besar makna akad adalah segala sesuatu kehendak dari 

insan untuk melakukan suatu hal, baik kehendak itu muncul dari dari dirinya 

sendiri atau kehendak yang muncul dari kedua belah pihak. Maka dari akad itu 

harus mengedepankan prinsip keadilan dan terjauh dari kedzaliman yang dapat 

merugikan salah satu pihak yang berakad.6 

Sebelum terbentuknya suatu akad maka ada hal-hal yang harus 

terpenuhi terlebih dahulu rukun dan syarat akad. Rukun adalah unsur yang 

                                                             

3 Ibid,h.1 
4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm 15 
5  Urbanus Uma Leu, “AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH”, 

Tahkim, Vol.10 No.1, Juni 2014 
6  Nurlailiyah Aidatus Sholihah, dkk, “KONSEP AKAD DALAM LINGKUP 

EKONOMI SYARIAH”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.4 No.12, Desember 2019 
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tidak bisa dI lepaskan dari akad sehingga menjadi pembeda antara berakad dan 

tidak berakad. Sedangkan syarat di sini maksudnya adalah hal-hal pendukung 

untuk tercapainya suatu rukun sehingga terjadi suatu akad.7 

Selain rukun dan syarat yang menjadi hal mendasar, asas perjanjian 

pula menjadi bagian dalam perjanjian, prinsip-prinsip atau asas-asas adalah 

landasan yang paling luas untuk lahirnya hukum. Hal demikian juga pada asas 

perjanjian yang menjadi landasan atau pedoman dalam melakukan perjanjian. 

Dalam perjanjian terapat lima asas yaitu ; Pertama, Asas Kebebasan 

Berkontrak (Freedom Of Contract, Kedua, Asas Konsesualisme 

(Concensualism), Ketiga, Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda), 

Keempat, Asas Itikad Baik (Good Faith), dan Kelima, Asas Kepribadian 

(Personality).8 

Pada transaksaksi arisan uang online yang menjadi objek penelitian 

kali ini secara umum adalah menggunakan konsep akad pinjam meminjam 

karena antara pihak yang sudah mendapat arisan tentu memilki hutang dengan 

pihak yang belum mendapat uang arisan. Sedangkan secara khusus akad arisan 

uang online ini menggunakan konsep Qardh karena hutang piutang yang 

terjadi sesama subjek arisan karena adanya pinjaman antara mereka dan tidak 

mengharapkan imbalan apapun.. 

Secara etimologi, qardh merupakan bentuk masdar dan berarti 

“memutuskan”. Menurut , Muhammad Syafi'i Antonio qardh telah 

                                                             

7 Afdawaiza,”Terbentuknya akad dalam hukum perjanjian islam”,Al-Mawarid, Edisi 

XVIII, 2008 
8  Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan 

Tujuan Perjanjian.” 
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mengalihkan harta kepada orang lain yang dapat menuntut pemulihan atau 

pengembalian. Dengan kata lain, Anda meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan apa pun. 

Sesuai penjelasan Pasal 19e Hukum Qardh. 2/2008 adalah perjanjian 

pinjaman dana kepada nasabah dimana nasabah harus mengembalikan dana 

tersebut diterima pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh 

merupakan fatwa menurut MUI Pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

(muqridh) yang membutuhkannya. Klien Qardh adalah wajib mengembalikan 

modal yang diterima dalam waktu yang disepakati. Sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1 (11) Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang 

Pengaturan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Kepada Bank 

Berbisnis berdasarkan prinsip syariah Qardh diartikan sebagai 

pinjaman Meminjamkan tanpa memperhatikan kewajiban peminjam untuk 

mengembalikan modal. Peminjam segera atau dengan mencicil selama jangka 

waktu tertentu.9 

Beberapa Syarat melakukan Akad Qardh adalah :  

1. Keduanya haruslah berakal sehat. 

2. Baligh yang artinya cakap dalam melakukan tindakan hukum. 

3. Dalam bertidak baik pemberi maupun peminjam tanpa adanya 

paksaan 

                                                             

9  Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya 

Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” 
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Maka dari syarat-syarat diataslah yang dapat menjadi acuan untuk 

melakukan transaksi akad Qardh untuk menghindari kelalaian dari pihak yang 

menjadi subjek akad. 

Selain syarat-syarat menjadi acuan tentu juga harus melihat 

prinsip=prinsip yang harus di taati, adapun prinsip akad Qardh adalah 

Keadilan, Kemitraan, Transparansi, Universal. 

Namun bagaimana apabila peraturan-peraturan yang telah disepakati 

ketika melakukan akad dan ternyata peraturan tersebut berubah sebelum akad 

itu dinyatakan selesai sehingga dapat merugikan salah satu pihak dalam akad 

tersebut. 

Hal seperti sudah pernah terjadi pada Praktik Arisan Uang Online 

Yang diketuai oleh Fera Oktavia warga desa Rejoasri, Kecamatan Seputih 

Raman, Lampung tengah. Dalam praktik arisan itu memiliki jumlah anggota 

sebanyak 10 orang yang berasala dari berbagai daerah sehingga arisan tersebut 

bisa dilakukan dengan sistem online.10  

Aturan-aturan yang disepakati pada transaksi arisan uang online 

tersebut hanyalah sebatas sistem pembayaran dan pengundian urutan 

pemenang dan tidak menjelaskan sanksi yang harus diterima para pihak yang 

berakad ketika melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain 

. Namun pada proses arisan berlangsung ada satu pihak yang ingin 

mengundurkan diri karena ada beberapa hal, Fera Oktavia Sebagai admin atau 

ketua mengatakan bahwa apabila ingin mengundurkan diri maka diharuskan 

                                                             

10  Wawancara dengan Fera Oktavia, Tanggal 14 Juli 2021 di desa Rejoasri, 

Kecamatan Seputih Raman, Lampung tengah 



6 
 

 

membayar denda sebesar Rp 200.000 sebagai sanksi meskipun hal ini tidak 

disepakati ketika melakukan akad di awal karena hal ini sudah merupakan hal 

yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat ketika melakukan transaksi 

arisan online dan Fera Oktavia menggap hal ini sudah termasuk aturan 

meskipun tidak dibicarakan ketika akad.11 

Dari paparan fenomena di atas maka peneliti ingin mengkaji 

bagaimana kekuatan hukum pada transaksi arisan uang online yang tidak 

sesuai dengan asas Perjanjian yaitu asas Facta Sunt Servanda yang berarti 

subjek hukum harus taat pada perjanjian yang telah mereka sepakati namun, 

admin arisan justru merubah isi perjanjian yang telah disepakati tanpa 

persetujuan subjek hukum lain yang terlibat juga pada praktik Arisan Uang 

Online. 

Selain melanggar asas hukum perjanjian secara umum praktik arisan 

uang online ini juga menggunakan konsep qardh yaitu pemberian pinjaman 

tanpa mengharapkan imblana namun syarat akad qardh yaitu tidak ada 

paksaan telah berlawanan dengan yang terjadi karena anggota arisan yang 

bermasalah ada unsur paksaan ketika membayar uang denda yang diminta 

oleh Admin arisan. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

 

Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan hukum pada 

praktik arisan online yang akad berubah pada saat pelaksaan transaksi? 

                                                             

11  Wawancara dengan Via Andriani tanggal 20 Juli 2021 di desa 38 Banjarrejo 

Lampung timur 
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C. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan 

hukum perjanjian pada praktik arisan online  

2. Manfaat penelitian  

Pada penelitian kali ini ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Manfaat teoritis adalah harapan peneliti agar penelitian ini dapat 

menambah wawsan keilmuan untuk peneliti sendiri, khalayak umum dan 

masyarakat. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi pelaku arisan online 

sebelum melakukan akad transaksi. 

3. Penelitian Relevan 

Terkait penelitian kali ini sudah ada beberapa penelitian yang 

sudah membahas beberapa masalah yang relevan 

a. Yang pertama yaitu penelitian dari saudara Yozzi Nopsendri Putri 

dengan Nomor pokok Mahasiswa 1521030302 yang merupakan 

mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan 

penelitian berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 

TENTANG PERUBAHAN AKAD HUTANG PIUTANG (Studi Pada 



8 
 

 

Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus”. 

Masalah yang diangkat pada penelitian tersebut adalah ketika seorang 

debitur atau pihak tidak bisa menunaikan prestasi sesuai yang telah 

disepakati di awal perjanjian dan kreditur atau pihak berpiutang 

memunculkan jaminan walaupun pada saat melakukan kesepakatan 

tidak ada jaminan dalam transaksi hutang piutang tersebut.12 

Relevan dari penelitiannya adalah masalah yang diangkat yaitu 

perubahan akad di tengah perjanjian namun yang membedakan 

hanyalah objek dari penelitian yaitu penelitian ini menggunkan objek 

arisan uang online sedangkan penelitian relevan pertama menggunakan 

objek hutang piutang. 

b. Penelitian relevan yang kedua adalah dari saudari Nurhaliza 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara (UMSU) dengan nomor pokok Mahasiswa 1606200441 dengan 

judul penelitian “KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN DIARISAN 

ONLINE”. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah 

bagaimana kebasahan perjanjian lisan pada transaksi arisan online 

karena menuru Pasal 1320 KUHPer tidak mensyaratkan bahwa 

perjanjian harus dilakukan secaa tertulis namun tetap memperhatikan 

                                                             

12  Yozzi Nopsendri Putri,Skripsi:”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang 

Perubahan Akad Hutang Piutang”(Lampung:UINRIL,2019) 
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hak dan kewajiban di antara para anggota arisan maupun pengurus 

arisan.13 

Kesamaan dari penelitia adalah objek penelitian yaitu arisan online dan 

rumusan masalah yang diangkat adalah tentang kekuatan dan kedudukan 

perjanjian lisan pada arisan online. Karena dalam penelitian penulis yang 

menjadi objek penelitian adalah transaksi arisan online dan pemecahan 

masalah juga merupakan tentang kekuatan hukum perjanjian. Meskipun 

tidak sama seluruhnya akan tetapi penelitian ini dapat menjadi rujukan dan 

bisa sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

  

                                                             

13  Nurhaliza,Skripsi, “Keabsahan Perjanjian Lisan Diarisan 

Online”(Medan:UMSU,2020) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad 

1. Pengertian akad 

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu “Al-Uqud” yang memiliki 

arti ikatan, pertalian, atau penguatan. Para ulama membagi runaglingkup 

Al-Uqud menjadi dua bagian yaitu ruang lingkup dalam makna umum dan 

ruang lingkup dalam makna khusus.  

Ruang lingkup dari makna umum adalah suatu keharusan yang 

harus dilakukan dalam akad baik oleh kedua belah pihak seperti jual beli 

atau transaksi mu’amalah lainnya atau satu pihak seperti bersumpah 

berjanji dan sebagainya.Kedua, ruang lingkup makna khusus maksudnya 

adalah menyatukan keinginan sari dua ujung untuk mencapai satu ikatan 

yang disebut dengan akad.14 

Akad merupakan salah satu aktivitas sosial 

Mu’amalah/Keperdataan yang termasuk dalam beberapa macam yang 

dapat dilakukan pada kegiatan yang bernilai komersil dan juga 

menggunakan konsep syariah. Makna akad juga telah diatur dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 bahwa akad adalah 

                                                             

14  Nurlailailyah Aidarus Sholihah, Fikri Ramadhan Suhendar,”Prosedur Melakukan 

Akad Ekonomi Syariah”,Jurnal Ilmiah Indonesia,Vol.4,N0.12, Desember,2017. 
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kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu hal15  

Selain akad dapat dilakukan dalam konsep ekonomi syariah akad 

juga dapar digunakan dengan konsep konvensional seperti yang telah 

diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1313 

yang berbunyi perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan oleh satu 

orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. 

Dari kedua pengertian diatas Akad tidak bisa dilakukan tanpa 

adanya subjek akad atau orang yang melakukan akad maka dari itu dapat 

ditarik kesimpulan bahwa salah satu rukun akad adalah adanya pihak yang 

berakad atau subjek akad. 

2. Dasar Hukum Akad 

 

Akad tidak serta merta ada tanpa ada hal yang mendasari, didalam 

Al-Qur’an ada beberapa Nash yang menjelaskan terkait akad yaitu al-

aqdu(Janji) dan al-ahdu (Janji), sebagaimana dijelaskan al-aqdu dalam 

firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1: 

نْعاَمِ إِلاَّ كُمْ بَهِيمَةُ الْأَ لَّتْ لَ  أحُِ  ۚياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ 

يْدِ  َ  ۗمْ حُرُم  نْتُ وَأَ  مَا يتُلَْىٰ عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِل ِي الصَّ حْكُمُ مَا يَ  إِنَّ اللََّّ

 يرُِيدُ 
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan 

ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji 

atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang 

Dia kehendaki”. 

 

                                                             

15 Pasal 20, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
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Dalam ayat ini telah dijelaskan diperintahkan untuk memenuhi 

akad dan menurut Said Aqil Siradj akad ini merupakan satu kesatu-

kesatuan diantaranya artinya adalah bahwa akad merupakan serumpun 

dengan rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad. 

 Kata al-ahdu juga terdapat pada firma Allah surat Ali Imron ayat 

76 yang berbunyi : 

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka 

sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa menepati janji merupakan salah 

satu cara bertaqwa kepada Allah SWT dan sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang menepati janji.16 

Selain yang telah dijelaskan pada nash Al-Qur’an dasar hukum 

akad juga terdapat pada salah satu asas hukum perjanjian yaitu asas 

kebebasan berkontrak yang telah di atur dalam pasal 1338 KuhPerdata 

bahwa asas ini memberi kebebasan untuk dengan siapa melakukan 

perjanjian, menentukan isi perjanjian, tujuan perjanjian dsb. 

Namun untuk membuat suatu perjanjian harus mematuhi salah 

satu asas  yaitu asas itikad baik yang dimana juga tercantum dalam pasal 

1338 ayat (1) KuhPerdata. Asas inilah yang juga memberi batasan asas 

kebebasan berkontrak untuk menjadi dasar pada saat saat membuat 

perjanjian.Asas itikad baik ini juga memeliki karakteristik keadilan, 

kepatutan, tidak menyalahgunakan keadaan, paksaaan, penipuan, 

                                                             

16  Harfin Zuhdi Muhammad, ”Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi 

Syariah”,Jurnal Ekonomi Syariah,Vol.8, No.2, Juni 2017 
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kesesatan, dan kejujuran. Maka hal inilah yang perlu di perhatikan 

sebelum melakukan kesepakataan dalam suatu perjanjian.17 

 

3. Rukun Akad 

Rukun adalah suatu bagian yang harus di hadirkan sebelum 

melakukan perjanjian atau rukun merupakan sesuatu harus ada dalam 

perbuatan perjanjian dan berarti apabila salah satu rukun tidak hadir dalam 

suatu perjanjian maka tidak perjanjian itu tidak bisa di sebut perjanjian. 

Menurut komipilasi hukum ekonomi  syariah pasal 22 rukun perjanjiaan 

ada empat, yaitu ; 

a. Pihak-pihak yang berakad 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pihak-pihak 

yang berakad ini juga merupakan subjek atau orang melakukan 

perjanjian dan mereka termasuk ke dalam rukun akad. 

b. Objek akad 

Selain subjek akad, Objek akad juga merupakan suatu 

keharusan yang terdapat didalam suatu perjanjian. Objek akad ini 

adalah suatu atau bahan yang di akadkan  oleh subjek akad untuk 

melakukan suatu kegiatan perjanjian 

c. Tujuan pokok akad 

                                                             

17  Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik  Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen 

Dlam Perjanjian Pembiayaan”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.11, N0.21,Februari 2015. 
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Tujuan pokok akad ini maksudnya adalah tujuan dari perbuatan 

akad yang di lakukan oleh subjek  akad atau bisa di katakan alasan-

alasan yang menjadi faktor  untuk melakukan perjanjian. 

d. Kesepakatan 

Kesepakatan menjadi sendi terpenting dalam melakukan akad 

karena kesepakatan merupakan keadaan dimana para pihak yang 

berakad setuju atas perjanjian yang telah di tetapkan. Kesepakatan bisa 

di sampaikan baik melalui lisan, tulisan maupun isyarat.18 

Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 

perjanjian juga memilki 4 rukun yaitu; 

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya 

Maksudnya adalah pihak yang melakukan perjanjian harus 

setuju seiya-sekata dengan perjanjian yang telah mereka buat 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Maksudnya adalah pihak yang melakukan perjanjian haruslah 

cakap dan tidak di larang oleh undang-undang. 

Namun kuhPerdata membatasi orang-orang yang di katakan 

cakap dengan kriteria-kriteia yaitu berusia 21 tahun, dan berakal, 

sedangkan yang tidak cakap adalah yang belum berusia 21 tahun, atau 

sedang dalam pengampuan. 

c. Suatu hal tertentu 

                                                             

18  Ikhwanudin,”Pokok-Pokok Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”,Pustaka 

Jurnal,Vol.3,No.2, Desember 2018 
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Maksud dari suatu hal tertentu ini tertuju pada objek perjanjian 

harus jelas  tentang apa yang akan di perjanjikan19 

d. Suatu sebab yang halal 

Maksudnya perjanjian dilarang bertentangan dengan undang-

undang dan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan 

Selain rukun akad yang sudah dijelaskan diatas para fuqaha 

juga ikut berijtihad. Adapun rukun akad menurut para fuqaha adalah 

sebagai berikut : 

1. Al-‘Aqidain atau para pihak yang secara langsung 

melakukan akad atau dapat dimaknai dengan subjek akad. 

2. Mahallul akad atau sesuaut hal yang akan diakadkan atau 

biasa disebut dengan objek akad 

3. Sighat akad atau pernyataan keadaan yang disampaikan 

para pihak dalam berakada atau dimaknai dengan kesepakatan para 

pihak. 

Ulama dari kalangan hanafiyah juga berpendapat terkait rukun 

namun berbeda dengan pendapat para fuqaha. Menurut mereka bahwa 

rukun akad hanya ada satu yakni Sighat akad. Al-‘Aqidain dan 

Mahallul akad tidak termasuk kedalam rukun melainkan syarat akad 

                                                             

19 Asyhadie Zaeni, Rahman Arief, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 

2013),Hlm.107 
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karena pendirian mereka didasarkan bahwan rukun akad adalah unsur 

atau sesuatu yang menjadi penyebab tegaknya sesuatu.20 

4. Syarat Akad 

Syarat akad adalah sub-sub yang harus di penuhi untuk mendukung 

rukun-rukun dari perjanjian. Yang pertama adalah syarat dari kesepakatan 

atau juga di sebut syarat subyektif karena ini merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh subjek perjanjian maka sebab itu kesepakatan ini harus 

sepakat artinya  apa yang di kehendaki oleh pihak satu maka harus di 

setujui juga oleh pihak yang satunya lagi dan kedua belah pihak harus 

menghendaki kehendak yang sama untuk saling mendapatkan timbal balik. 

Syarat yang kedua dari cakap juga  masih merupakan sesuatu yang 

harus di milki  oleh subjek perjanjian yaitu kecakapan dengan syarat sudah 

dewasa, berakal, sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. 

Syarat ketiga berasal dari suatu hal tertentu, syarat ini merupakan 

syarat yang di milki oleh objek akad yaitu kedua belah pihak harus saling 

mengetahui sesuatu yang perjanjanjikan baik jangka waktu, jumlah dsb 

Syarat keempat yaitu dari suatu sebab tertentu ini juga merupakan 

dari objek perjanjian yaitu isi dari perjanjian yang di buat oleh kedua belah 

pihak harus patuh terhadap undang-undang dan tidak merugikan orang 

lain.21 

5. Asas-Asas Perjanjian 

                                                             

20  Afdaiwaiza,”Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam”,Al-

Mawarid,Ed.XVIII,2018. 
21 Subekti,Hukum Perjanjian(Jakarta:Intermasa,2004),Hlm.17-21 
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Asas perjanjian adalah suatu hal yang paling luas untuk melahirkan 

perjanjian yang akan dilakukan. Adapun asas Hukum Perjanjian adalah : 

a. Asas Kebabasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang dilakukan oleh pelaku 

perjanjian atau subjek dari perjanjian sehingga dapat menentukan 

syarat-syarat dalam perjanjian, aturan-aturan perjanjian, termasuk pada 

cara penyelesaian bilamana dalam perjanjian terdapat sengketa namun 

kebebasan yang diperoleh oleh subjek hukum melalui asas kebebasan 

berkontrak ini tidak bertentangan dengan hukum positif yang mengatur 

tentang perjanjian. 

b. Asas Konsesualisme 

Konsesuil atau kesepakatan adalah peristiwa sebelum terjadinya 

perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHPer kesepakatan merupakan syarat 

sah suatu perjanjian. Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian dapat 

dilakukan dengan cara yang tidak formal, cukup dengan adanya 

kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian 

atas kehendak dari diri sendiri.22 

c. Asas Kepastian Hukum (Facta Sunt Servanda) 

Asas ini merupakan akibat yang didapatkan setelah terjadi akad dalam 

memulai perjanjian. Asas ini ialah asas yang mengakibatkan pelaku 

atau subjek pada perjanjian harus tunduk pada aturan perjanjian yang 

                                                             

22 Agustianto, “Asas-Asas Akad (Kontrak) Dalam Hukum Syariah.” 
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telah disepakati layaknya undang-undang. Mereka tidak bisa 

melakukan intervensi pada isi kontrak yang telah mereka sepakati. 

d. Asas Itikad Baik 

Asas ini yang mengharuskan subjek pada perjanjian memiliki itikad 

baik dalam perjanjian yang mereka sepakati. Maka dari itu asas subjek 

hukum tidak bisa memanfaatkan perjanjian yang mereka buat untuk 

mencari kepentingan yang dapat merugikan pihak lain dalam 

perjanjian. 

 

e. Asas Kepribadian 

Pada asas ini maka perjanjian yang disepakati oleh subjek hukum 

harus atas dasar kepentingan dirinya sendiri dan tidak bisa karena 

kepentingan pihak lain. Pasal 1315 KUHPer menegaskan “Pada 

umumnya seseorang tidak dapat melakukan suatu perikatan atau 

perjanjian untuk dirinya sendiri” inti dari asas ini dijelaskan juga pada 

pasal 1340 KUHPer “Perjanjian yang berlaku antara pihak yang 

membuatnya” sehingga memiliki makna bahwa perjanjian hanya dari 

kepentingan dan bahkan akibat dari perjanjian hanya berdampak pada 

mereka yang menyepakatinya.23 

6. Pembatalan Akad 

                                                             

23  M.Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Landasan Dalam Pembuatan 

Kontrak.” 
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Pada dasarnya akad dapat berlangsung bilamana unsur-unsur akad 

yakni rukun dan syarat sudah terpenuhi baik yang telah dituangkan dalam 

klausul akad maupun yang dirasakan oleh pihak yang berakad.  

Namun akad tetap bisa saja batal atau cacat meskipun rukun dan 

syarat sudah terpenuhi bilamana terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan, 

pemalsuan, atau tipun muslihat. Akad juga bisa sampai dikatakan fasid 

bila ada unsur yang bertentangan atau unsur yang menghilangkan 

kesukarelaan antara pihak yang berakad, seperti; 

1. Ikrah/Paksaan 

2. Gharar/tidak jelas 

3. Penyerahan yang menimbulkan kerugian 

4. Riba 

Ikrah/Paksaan yang sebagaimana dimaksud adalah bilamana pihak 

pertama meminta secara paksa kepada pihak kedua untuk melakukan suatu 

hal atau tidak melakukan suatu hal sehingga menimbulkan kerugian bagi 

pihak kedua dan hilangnya rasa kesukarelaan. Dalam hal ini pihak kedua 

dapat meminta untuk akad dibatalkan dengan dasar bahwa akad telah cacat 

atau fasid.24 

7. Berakhirnya Akad 

Akad dapat berakhir karena beberapa sebab yang biasa terjadi 

yaitu, akad telah terpenuhi(Gharad al-‘aqd), Pemutusan akad (Fasakh), 

                                                             

24  Cut Alika Alia,”Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam”,Jurnal 

Islamiyah, Vol.2,No.4, Januari 2018. 
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Kematian, dan tidak dapat izin dari pihak yang berwenang untuk 

melanjutkan akad.25 

Allah SWT Berfirman dalam surat At-Taubah ayat 4 yang 

berbunyi: 

نَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثمَُّ  هَدتُّم م ِ لَمْ وكُمْ شَيْـًٔا وَ  ينَقصُُ  لمَْ إلِاَّ ٱلَّذِينَ عَٰ

هِرُوا و ۟  يظَُٰ  ۟ۚ مْ إلَِىٰ مُدَّتِهِ  هْدهَُمْ مْ عَ إِلَيْهِ  ۟  ا۟  عَليَْكُمْ أحََداً فأَتَِمُّ

َ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ   إِنَّ ٱللََّّ
 “kecuali orang-orang musyirikin yang kamu telah mengadakan 

perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatu 

apapaun (dari isi perjanjianmu), dan tidak (lupa) tidak membantu 

seseorang yang memusuhimu, maka terhadap mereka penuhlah janjimu 

sampai batas waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaqwa”. 

 Dalam dalil tersebut dijelakskan bahwa orang muslim boleh 

melakkan perjanjian dengan siapapun bahkah dengan orang musyrik 

sekalipun dan ini selara dengan asas kebebasan berkontrak. Selama orang 

terebut tidak mengurangi atau mengingkari isi perjanjian yang sudah 

disepakati.26 

 

B. Arisan Uang Online 

1. Pengertian Arisan Uang Online 

Menurut KBBI Arisan merupakan kegiatan sekolompok orang 

dalam mengumpulkan uang ataupun barang yang bernilai sama dimana 

                                                             

25 Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian Syariah (Akad)”, Jurnal Hukum Diktum, 

Vol.14,No.2,Desember 2016 
26 Zumrotul Wahidah, “berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 

Perdata”,Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.3.N0.2, Oktober 2020 
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setiap orang itu akan di undi secara berkala untuk menentukan siapa di 

antara mereka yang mendapatkan giliran memperolehnya27 

Tidak jauh berbeda arisan online merupakan kegiatan sekumpulan 

orang yang mengumpulkan sejumlah uang secara teratur dan tiap-tiap 

periode tertentu setiap anggota akan mendapatkan giliran untuk keluar 

sebagai pemenang.28 

Arisan uang online pada dasarnya sama seperti arisan pada 

umumnya namun yang membedakan adalah objek dari arisan yaitu uang 

dan dilakukan di dalam jaringan atau media sosial sehingga segala 

prosedur yang dilakukan dalam arisan di lakukan secara online. Mulai dari 

pendaftaran, penyetoran dengan waktu berkala sampai pada saat setiap 

masing-masing anggota arisan mendapatkan giliran untuk menarik hasil 

dari arisan.  

Arisan uang online ini dilakukan dan di sepakati bersama oleh 

seluruh anggota arisan dan admin arisan sehingga apabila salah satu 

anggota atau pihak yang mengundurkan diri  maka akan menganggu 

kelancaran berjalannya praktek arisan uang online29 

2. Dasar Hukum Arisan Uang Online 

 

Arisan online adalah kegiatan yang bisa dilakukan lebih dari satu 

orang dan tentunnya di antara pihak itu akan terjalin perikatan melalui 

perjanjian arisan yang di buat.Dasar hukum arisan online itu terletak pada 

                                                             

27 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
28 Mokhamad Rohma Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam, 2018, 1. 
29 Titania Hutauruk, “Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut 

Hukum Perdata.” 
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perjanjian yang telah di buat oleh para pihak yang melakukan arisan online 

karena dalam perjanjian tentunya ada rukun & syarat yang harus dipenuhi 

untuk melakukan suatu perjanjian.  

Selain itu dalam menurut pasal 1313 KuhPer di jelaskan bahwa 

perjanjian adalah suatu hubungan antara satu orang atau lebih untuk 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

Maka dalam praktek arisan uang online antara admin arisan dan 

anggota arisan sepakat dalam perjanjian untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan praktek arisan online. 

Dan perjanjian yang di buat oleh ketua dengan para anggota arisan 

terdapat asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dengan kata lain 

perjanjian yang mereka buat serta merta atas kehendak sendiri. Hal ini 

yang menjadikan perjanjian merupakan dasar hukum dari arisan online.30 

3. Macam-Macam Arisan Uang Online 

4. Arisan flat 

Arisan flat ini arisan yang sangat lumrah di praktekan di 

tengah masyarakat. Arisan inilah yang amat seseuai dengan definisi 

arisan menurut  KBBI, arisan ini setiap anggota diharuskan 

menyetorkan atau mengumpulkan sejumlah uang yang sama dan 

jumah yang di dapat ketika sampai giliran untuk menang pun sama 

dengan anggota arisan lainnya. 

5. Arisan menurun 

                                                             

30  lina Bukido,“Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan,” Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol.2, No.1 (Januari 2013). 
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Pada jenis arisan ini pemenang di tentukan dengan nomor urut 

dan  setiap anggota berbeda-beda  mengumpulkan jumlah uang di 

setiap angka waktunya. Anggota dengan nomor urut di awal akan 

membayar sejumlah uang yang lebih besar dari pada yang ia terima 

ketika mendapat giliran untuk menang namun kelebihannya adalah 

anggota yang berada di urutan awal ini bisa lebih cepat mendapatkan 

giliran untuk menang. 

Sedangkan anggota yang mendapat nomor urut di akhir  akan 

membayar atau menyetorkan uang lebih kecil dari pada yang ia 

dapatkan sehingga dapat di katakan bahwa ia lebih di untungkan 

secara finansial namun ia mendapatkan giliran untuk menerima uang 

yang telah dikumpulkan lebih lama dari pada peserta yang berada di 

urutan awal. 

 

6. Arisan gugur 

Arisan semacam ini adalah bagi anggota yang telah 

mendapatkan giliran untuk menerima uang yang telah di kumpulkan 

akan tetapi ia akan membayar sejumlah uang yang lebih besar karena 

praktek arisan berlagsung pada dirinya sampai dirinya mendapatkan 

gilirang untuk menang. Dan ntuk anggota arisan lain yang lain apabila 

sampai akhir belum mendapatkan uang yang telah di kumpulkan maka 

uang akan di kembalikan dan biasanya akan di tambah dengan bonus-

bonus tertentu. 
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7. Arisan lelang 

Arisan lelang ini juga dikenal dengan arisan tembak karena 

pada awal arisan sekolompok anggota arisan akan menentukan siapa 

yang menjadi ketua arisan yang bertanggung jawab mengatur jalannya 

arisan dan menalangi apabila ada anggota yang belum mampu 

membayar dan pada kloter satu ketua arisan lah yang akan menerima 

sejumlah uang yang di kumpulkan. 

Dan pada kloter kedua apabila ada dua orang anggota arisan 

yang sedang membutuhkan uang maka penunjukan ketua pada kloter 

kedua ini dengan cara lelang dan penawaran tertinggi akan 

memenangkan lelang dan menjadi ketua selanjutya.31 

 

C. Kekuatan Hukum Perjanjian 

Menurut pasal 22 KHES terdapat rukun akad yaitu kesepakatan 

maksudnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad. 

Terdapat juga pada pasal 21 ayat (1) bahwa akad dapat harus ada kesuka 

relaan atau pihak yang berakad tidak merasa terpaksa ketika melakukan 

perjanjian, dilanjutkan pada ayat dua yaitu unsur untuk saling menepati janji 

antara pihak yang berakad. 

Maka akad harus terhindar dari unsur-unsur yang dapat menjadikannya 

cacat hukum karena meskipun dalam akad sudah terpenuhi rukun dan syarat 

                                                             

31  Niken Rusmaidah, “Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap praktik arisan online 

sistem menurun (Studi Kasus Pasa Akun Instagram @Arisanby.ofi)” (skripsi, Surakarta, IAIN 

Surakart, 2020) 
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namun dalam perjanjian tersebut terdapat unsur riba maka perjanjian tersebut 

dikatakan sebagai cacat hukum. 

Tercantum juga pada pasal 1338 KuhPer bahwa suatu perjanjian yang 

telah mencapai kesepakatan menjadi undang-undang  (Facta sunt servanda)  

maka perjanjian itu tidak bisa di tarik kembali terkecuali atas kesepakatan 

kedua belah pihak atau telah di nyatakan cukup menurut  undang-undang atau 

biasa disebut terminasi akad, perjanjian harus terdapat unsur itikad baik ketika 

dilaksanakan yang di berikan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu hal-hal ini 

yang menjadi kekuatan hukum perjanjian dan itu juga berkekuatan untuk 

mengikat.32 

Dalam praktek arisan uang online yang di teliti oleh peneliti terdapat 

perubahan akad yang disebabkan salah salah satu sujek perjanjian tidak dapat 

menyelesaikan prestasinya sehingga mendapatkan sanksi meskipun pada 

perjanjian awal tidak menyepakati sanksi yang berlaku. Hal ini tentu tidak 

sesuai dengan asas Facta Sunt Servanda yang menjelaskan dengan tegas 

bahwa perjanjian yang telah disepakati sejakmawal harus dihormati dan taati 

oleh para pihak dalam perjanjian. 

 

 

 

 

  

                                                             

32 Fajar Sahat, “Kekuatan Mengiat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian 

field resech yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi 

di masyarakat agar peneliti dapat memberikan kenyataan apa adanya yang 

didapat peneliti di lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi.33 

Pada Skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah kekuatan 

hukum perjanjian pada praktik arisan uang online yang diketua oleh 

saudari Fera Oktavia warga desa Rejoasri Kecamatan Seputih Raman 

Kabupaten Lampung Tengah 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana penelitian 

ini digunakan meneliti yang bersifat alamiah. 34  Maka peneliti 

menampilkan data/informasi yang ia dapat dengan apa adanya bukan 

bagaimana seharusnya35 

Penelitian ini memberikan batasan kajian pada fenomena yang 

terjadi dilapangan dengan melakukan perbandingan dengan teori yang 

akan digunakan hingga mendapatkan kesimpulan. 

                                                             

33 Priaji Martana, “Problematika Penggunaan Metode Field Reseach Untuk Penelitian 

Arsitektur Vernakular Di Indonesia.” 
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati Dan R&D, 7. 
35 Ikbar, Metode Penelitian Sosial Kualitatif, 151. 
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B. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh yang akan 

digunakan didalam penelitian. Apabila penelitian menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara maka sumber datanya ialah orang yang 

akan diwawancarai oleh peneliti. Apabila menggunakan dokumentasi 

maka maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data. 36  Pada 

penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah orang yang menjadi sumber 

informasi/data yang didapat peneliti dalam melakukan penelitian. 

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumber data 

primer yang menjadi tempat penelitian yang biasanya melalui wawancara. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 

saudari Fera Oktavia selaku admin arisan dan 10 anggota arisan. 

2. Sumber Data Sekunder 

 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh melalui 

membaca, memahami dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, 

thesis tentang perjanjian, Kekuatan Hukum Perjanjian dan praktik Arisa 

uang online.37 

                                                             

36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 37. 
37 Vina Herviani, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada  Young 

Enterpreneur Academy Bandung Indonesia.” 



28 
 

 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang akan di terapkan 

peneliti untuk memperoleh data yang diharapkan peneliti untuk 

melangsungkan penelitiannya. Penelitian kali ini menggunakan 2 teknik 

pengumpulan data. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab yang di lakukan pewawancara 

atau peneliti kepada orang yang akan di wawancarai untuk mendapatkan 

informasi-informasi pasti untuk suatu penelitian. 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas 

terpimpin yang mana peneliti mengkombinasikan wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaanya peneliti sudah membawa 

pedoman tentang apa yang ditanyakan secara garis besar. Tujuan 

wawancara bebas terpimpin adalah mendapatkan informasi/data dari 

sumber data primer dan kemudia perlahan menguasai wawancara dengan 

kontrol peneliti sehingga peneliti lebih dapat mendapatkan data yang 

diinginkan untuk penelitian. 

Dalam penelitian kali ini peneliti akan mewawancarai Saudari 

Fera Oktavia selaku penaggung jawab dari Arisan dan Okta, Mega, Linda, 

Dias ,Donal, Untung, Slamet, Amin, Dina yang merupakan anggota arisan 

tersebut 

2. Dokumentasi 
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Pada teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh informasi dari 

buku, majalah, koran atau notulen rapat dan sumber informasi lain. 

Penelitian kali ini peneliti hanya akan mengambil informasi dari bukti chat 

atau screnshot antara penanggung jawab Arisan yaitu saudari Fera Oktavia 

dan Anggota Arisan yang diminta untuk membayar denda karena akan 

mengundurkan diri dari Arisan.38 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data-data atau 

informasi yang di dapat melalui teknik pengumpulan data guna memberikan 

pemahaman kepada peneliti terkait kasus yang akan di teliti dan dapat di 

sajikan sebagai temuan kepada orang lain.39 

Peneliti mengumpulkan data lapangan yang dibutuhkan untuk 

penelitian yang berasal dari wawancara dan dokumentasi yang kemudia data 

yang didapat dibandingkan teori yang seharusnya terjadi sehingga 

mendapatkan kesimpulan dari perbedaan antara teori dan fakta lapangan. 

Setelah data terkumpul maka dideskripsikan dari kekuatan hukum 

pada perjanjian arisan online dengan analisis data kualitatif melalui pola pikir 

induktif yang merupakan upaya objektif yang kemudian di kaji dengan 

perpektf Hukum Ekonomi Syariah 

 

                                                             

38  Sandjaja Albertus Hariyanto, Panduan Penelitian, II (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 

2006), 146–147. 
39 hmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” UIN Antasari Banjarmasin Vol 17, No.3 

(Juni 2018). 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

 

A. Praktik Arisan Uang Online di Desa Rejo Asri, Kacamatan Seputih 

Raman, Kabupaten Lampung Tengah 

Arisan atau ROSCA (Rotating Savings and Credit Asociation) 

adalah semacam asosiasi tabungan atau kredit bergilir. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) menjelaskan, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang 

atau barang yang bernilai sama yang dilakukan oleh sekelompok orang secara 

berkala yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang 

berhak mendapat giliran untuk memperolehnya. 40  pada era teknologi yang 

serba berkemajuan saat ini praktik arisan juga dapat dilakukan melalui jaringan 

atau yang sering disebut arisan online dengan sistem yang sama dengan arisan 

luar jaringan atau offline namun yang menbedakan dari arisan offline yaitu 

segala bentuk transaksi dilakukan melalui online, mulai dari kesepakatan 

sebelum pelaksanaan arisan, pembayaran uang arisan dari anggota ke ketua 

sampai pada pemberian uang kembali dari ketua ke anggota yang dilakukan 

secara bergiliran sampai pada waktu seluruh anggota sudah mendapatkan 

haknya.41 

Praktik arisan uang online yang menjadi penelitian kali ini bermula 

ketika admin Arisan menyebarkan broadcast kepada selutuh kontak whatsapp 

yang kemudian diteruskan oleh teman whatsappnya sampai pada calon anggota 

                                                             

40  Adila Rachmaniar Putri, Ari Abidah Suryaningsih, “Analisis Kegiatan Arisan 

Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya.” 
41 Mokhamad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan Dalam Islam,” 2018. 
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menghubungi untuk mengkonfirmasi minatnya untuk mengikuti praktik arisan 

online.Kemudian admin arisan memberikan aturan-aturan dan syarat yang 

harus dipatuhi calon anggota arisan. 

Pada arisan uang online yang menjadi pembahasan pada penelitian 

ini ialah sanksi yang berikan ke salah satu anggota arisan, di karenakan 

anggota tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan arisan sebelum 

pelaksaan arisan selesai, padahal sanksi yang diberikan oleh ketua arisan 

kepada anggota arisan tidak tercantum pada kesepakatan awal sebelum 

memulai arisan. 

Praktik arisan yang diketuai oleh saudara Fera Oktavia warga desa 

Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Lampung tengah ini ialah arisan uang 

dengan sistem online yang beranggotakan 10 anggota. 

Masing-masing anggota membayar Rp100.000 kepada ketua arisan 

setiap satu minggu. Kemudian uang yang terkumpul di ketua arisan yang 

berasal dari seluruh anggota diberikan kepada salah satu anggota arisan sesuai 

dengan urutan yang sudah di sepakati bersama. 
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Gambar 1.1 percakapan di grup Arisan 

Sebelum melaksanakan arisan,anggota dan ketua arisan sudah saling 

menyepakati untuk bersama-sama melaksanakan praktik arisan online yang 

diketuai oleh Saudari Fera Oktavia. Adapun Kesepakatan yang dilakukan oleh 

ketua dan seluruh anggota arisan mengandung unsur suka rela dan suka sama 

suka. isi dari kesepakatan  ialah berupa aturan pelaksanaan arisan yaitu  

1. Bagi anggota yang sudah dapat Sudah dapat di tandai dengan simbol uang. 

2. Bagi anggota yang sudah membayar uang arisan disetiap satu siklus 

putaran di tandai dengan simbol centang. 

3. Bagi anggota yang belum membayar uang arisan disetiap satu siklus 

putaran di tandai dengan simbol silang. 

4. Pembayaran dan pemberian uang arisan dilakukan dengan cara transfer. 
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5. Batas pembayaran  jam 20:00 WIB disetiap hari jadwal pembayaran. 

6. Melarikan diri membawa uang arisan bagi yang sudah dapat akan 

dipermalukan di media sosial. 

7. Penerimaan uang dari ketua arisan kepada pihak penerima sesuai jadwal 

giliran yang telah ditentukan 3 hari dari jadwal pembayaran. 

8. Tidak Diperkenankan untuk talang-menalang baik sesama anggota 

maupun oleh ketua arisan. 

9. Amanah 

Pada saat praktik arisan uang online sudah berlangsung selama 3 

minggu atau 3 siklus yang berarti sudah ada 3 anggota yang mendapatkan 

giliran memperoleh uang yang terkumpul, salah satu anggota mengundurkan 

diri dari keanggotaan arisan uang online dengan alasan anggota tersebut tidak 

mampu lagi membayar uang arisan Rp100.000 setiap minggu. Menanggapi hal 

tersebut ketua arisan sebagai penanggung jawab pada praktik arisan online 

menjatuhkan sanksi kepada anggota yang mengundurkan diri. Adapun sanksi 

yang diberikan ketua arisan kepada anggota yang mengundurkan diri yaitu 

berupa denda sebesar Rp200.000 dan anggota yang mengundurkan diri diminta 

untuk mencari anggota pengganti.42 

                                                             

42 Fera Oktavia, Wawancara Admin Arisan. 
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Gambar 1.1 Pemberian Sanksi Berupa Denda Oleh Ketua Arisan Kepada 

Anggota Arisan 

 

Ketua arisan memberikan sanksi dengan alasan bahwa pemberian 

sanksi merupakan cara yang tepat meskipun tidak tercantum dalam 

kesepakatan aturan di awal dikarenakan hal ini yang biasa dipakai oleh 

masyarakat umum pada saat terjadi masalah pengunduran diri dalam praktik 

arisan 

Menanggapi hal ini anggota arisan yang dijatuhkan sanksi merasa 

keberatan dengan sanksi yang diberikan oleh ketua arisan. Menurutnya sanksi 

yang diterima tidak adil karena ia belum sampai waktu giliran menerima uang 

yang dikumpulkan setiap satu minggu dan anggota tersebut merasa ketika 

mengundurkan diri tidak ada pihak yang dirugikan karena belum pernah 
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menerima uang dari hasil praktik arisan uang online. Selain itu pula pada saat 

membuat kesepakatan sebelum pelaksanaan arisan ia juga mengetahui dan ikut 

menyepakati dan menurutnya tidak ada aturan terkait pemberlakuan denda 

pada anggota yang mengundurkan diri sehingga tidak mengetahui akan 

dikenakan denda. 

Selain itu pula ketika menghubungi ketua arisan terkait pengunduran 

diri, ketua arisan memberikan peringatan bahwa ketika mengundurkan diri 

harus membayar denda dan mencari anggota pengganti atau akan dipermalukan 

dimedia sosial. Hal inilah yang mendrong anggota arisan yang mengundurkan 

diri menerima sanksi yang diberikan kepadanya dan bersedia membayar 

dendaa sebesar Rp200.000 melalui transfer dengan melampirkan bukti 

pengiriman 43 

 

Gambar 1.3 Bukti Transfer Pembayaran Denda 

Selain mencari informasi dari ketua dan anggota arisan yang 

mengundurkan diri, peneliti juga mencari informasi dari anggota arisan yang 

lainnya.  

 

                                                             

43 Vina, Wawancara Anggota Arisan. 
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Adapun hasil informasi yang didapatkan sebagai berikut : 

 Tanggapan saudara Donal 

Saudara Donal  merupakan salah satu anggota arisan yang 

diketuai oleh saudari Fera Oktavia yang pada saat itu mendapatkan 

urutan pertama dalam, Donal menyepakati kesepakatan diawal sebelum 

pelaksanaan arisan berupa aturan arisan, Donal mengetahui pemberian 

sanksi kepada salah satu anggota yang mengundurkan diri oleh saudari 

Fera Oktavia. Menurutnya pemberian sanksi denda tersebut wajar untuk 

memberikan ketegasan pada seluruh anggota arisan. 

 Saudari Mega juga merupakan salah satu anggota arisan 

yang mendapatkan nomor urut 3 dalam perolehan arisan uang yang 

telah dikumpulkan setiap minggunya. Mega menyepakati segala bentuk 

kesepakatan antara ketua arisan dan dirinya, pada saat itu melalui 

pembicaraan telepon dengan Saudari Fera Oktavia sebelum pelaksanaan 

arisan. Saudari Mega mengetahui dan menanggapi pemberian sanksi 

yang diberikan oleh ketua arisan kepada salah satu anggota akibat dari 

pengunduran diri dari keanggotaan arisan, menurutnya pemberian 

sanksi tersebut sudah tepat karena arisan yang baru berjalan tiga 

minggu atau tiga siklus sehingga akan mengacaukan proses pelaksaan 

arisa yang asih harus berjalan 7 siklus lagi. 

Saudari Okta merupakan anggota arisan uang online yang 

diketua oleh saudari Fera Oktavia, pada saat itu saudari Okta 

mendapatkan urutan nomor tujuh untuk memperoleh uang arisan yang 
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telah dikumpulkan bersama-sama kepada ketua arisan. Saudari Okta 

juga menyepakati kesepakatan berupa aturan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan arisan uang online. Tanggapan saudari Okta juga setuju 

dengan tindakan yang dilakukan ketua arisan yaitu pemberian sanksi 

kepada anggota yang mengndurkan diri dari keanggotaan arisan, karena 

pengunduran dari keanggotaan arisan merupakan tindakan baik yang 

dilakukan oleh anggota arisan. 

Saudara Untung adalah anggota arisan yang diketuai oleh 

saudari Fera Oktavia, pada saat itu saudara Untung mendapatkan nomor 

urut lima dalam memperoleh uang yang dikumpulkan setiap minggu 

kepada ketua arisan. Saudara untung menyepakati aturan yang dibuat 

sebelum pelaksanaan arisan yaitu berupa aturan dalam pelaksanaan 

arisan. Menurut saudara Untung sanksi yang diterima oleh anggota 

arisan cukup wajar karena setiap anggota sudah mendapatkan urutan 

memperoleh uang yang dikumpulkan setiap minggunya, sehingga 

apabila salah satu anggota mengundurkan diri maka akan merusak 

urutan yang telah dibuat di awal.  

Pada saat pelaksanaan arisan uang online, saudara Dias 

adalah salah satu anggota yang mendapatkan nomor urut empat dalam 

memperoleh uang yang telah dikumpulkan kepada ketua arisan setiap 

minggunya. Saudari Dias juga menyepakati aturan-aturan yang dibuat 

sebelum pelaksanaan arisan. Menurut saudari Dias pemberian sanksi 

yang dilakukan ketua arisan kepada anggota arian yang mengundurkan 
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diri sudah tepat untuk menjaga kestabilan dalam pelaksanaan arisan 

online sampai selesai. 

Saudari Linda adalah salah satu anggota arisan yang diketua 

oleh saudari Fera Oktavia, pada saat itu saudari Linda mendapatkan 

nomor urut dua dalam memperoleh uang arisan yang dikumpulkan 

setiap minggunya. Saudari Linda juga menyepakati kesepakatan berupa 

aturan sebelum pelaksanaan arisan uang online, namun dalam 

pemberian sanksi yang dilakukan oleh saudari Fera Oktavia sebagai 

ketua arisan kepada salah satu anggota arisan tidak diketahui oleh 

saudari Linda karena ia tidak terlalu menyimak percakapan dalam grup 

whatsapp arisan. 

Saudari Selamet adalah salah satu anggota arisan uang 

onlineyang diketuai oleh saudari Fera Oktavia, pada saat itu saudari 

Selamet mendapatkan nomor urut ke sembilan dalam memperoleh uang 

arisan yang dikumpulkan bersama-sama kepada ketua arisan. Saudari 

selamet menyepakati kesepakatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan 

arisan uang online. Menurut saudara Selamet pemberian sanksi kepada 

anggota arisan yang mengundurkan diri bukan solusi yang tepat, 

mengingat saudari Vina yang mengundurkan diri belum mendapatkan 

uang dari arisan yang dikumpulkan pada saat akan mengundurkan diri. 

 Saudara Amin adalah salah satu anggota arisan uang online 

yang diketuai okeh saudari Fera Oktavia, pada saat pelaksaan arisan 

saudari Amin mendapatkan nomor urut kedelapan dalam memperoleh 
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uang arisan yang dikumpulkan kepada ketua arisan. Sebelum memulai 

pelalsanaan arisan, saudara Amin menyepakati aturan-aturan terkait 

pelaksanaan arisan uang online. Menurut saudara Amin pemberian 

sanksi yang dilakuka oleh ketua arisan sudah tepat mengingat 

pelaksanaan arisan yang baru saja berjalan tiga minggu atau tiga siklus 

maka akan sangat mengacaukan pelaksanaan arisan arisan uang online 

apabila ada salah satu anggota yang mengundurkan diri. 

Saudari Lia adalah salah satu anggota arisan uang online 

yang diketuai oleh saudari Fera Oktavia, saudari Lia mendapatkan 

nomor urut ke sepuluh dalam memperoleh uang arisan yang 

dikumpulkan oleh seluruh anggota arisan kepada ketua arisan. Saudari 

Lia menyepakati kesepakatan yang dibuat sebelum pelaksanaan arisan 

uang online. Menurut saudari Lia, pemberian sanksi kepada anggota 

arisan yang mengundurkan diri tidaktepat karena pemberian sanksi 

tidak ada dalam aturan yang telah disepakati diawal sehingga apabila 

ada salah satu anggota arisan yang mengundurkan diri menjadi 

tanggung jawab ketua arisan sebagai orang yang bertanggung jawab.44 

 

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kekuatan Hukum Pada 

Perjanjian Arisan Uang Online di Desa Rejo Asri, Kecamatan Rejo Asri, 

Kabupaten Lampung Tengah 

                                                             

44 Wawancara dengan Anggota Arisan. 
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Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia 

tentu membutuhkan manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya. Beberapa 

hal yang dilakukan manusia untuk berhubungan pada manusi lain salah 

satunya ialah transaksi mu'amalah yang telah diisyaratkan boleh dilakukan 

dengan kaidah Fiqh 

باَحَةُ إِلاَّ بِدلَِيْل    الْأصَْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعاَمَلاتَِ الْحِلُّ وَالِْْ
"Pada dasarnya mu'amalah itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil 

yang mengharamkannya".45 

 

Selain itu juga praktik mu'amalah yang dilakukan juga harus 

memiliki dasar hukum baik dari kesepakatan para pihak ataupun dari hukum 

positif yang sudah mengaturnya. Adapun perjanjian untuk mencapai 

kesepakatan yang dilakukan harus mengandung asas-asas perjanjian 

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. 

Pada praktik Arisan Uang Online yang diketuai oleh Fera Oktavia 

warga Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman, Kabupuaten lampung 

Tengah yang mana arisan uang online ini para pihak yang terlibat sudah 

melakukan perjanjian berupa kesepakatan aturan-aturan sebelum pelaksanaan 

arisan uang online. 

Namun pada saat pelaksaan arisan uang online sudah mulai berjalan 

selama 3 putaran atau siklus salah satu anggota mengundurkan diri dari 

keanggotaan arisa  yang berakibat ketua arisan memberikan sanksi kepada 

anggota arisan tersebut meskipun aturan terkait sanksi tidak di atur dalam 

                                                             

45  Neni Sri Imaniyati, “Asas Dan Jenis Akad Hukum Ekonomi Syariah : 

Implementasinya Pada Usaha Perbankan Syariah.” 
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kesepakatan diawal. Sedangkan asas-asas terkait perjanjian atau akad juga 

sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 yaitu iktiyari 

atau sukarela, amanah atau menepati janji, Luzum atau tidak berubah, itikad 

baik, sebab yang hahal, dan Al-Huriyyah atau kebebasan berkontrak. 

Praktik arisan uang onlien merupakan cabang praktik mu’amalah 

yaitu menggunkana akad qardh, para ulama berbeda pendapat mengenai akad 

qardh : 

Menurut fuqaha, qardh adalah perjanjian antara dua orang saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak 

lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan 

keuntungannya, seperti sepermpat, setengah atau spertiga sesuai dengan 

syarat-syarat yang ditentukan bersama. 

Menurut Hanafiyah, qardh adalah kesempatan dua pihak yang 

melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut 

diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola 

harta tersebut. 

Menurut Malikiyah, qardh adalah perjanjian yang mewakilkan 

kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang 

lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil. 

Menurut Syafi‟iyah, qardh adalah perjanjian dengan ketentuan 

seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan. 

Menurut Hanabilah qardh adalah pemilik harta menyerahkan 

hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang 
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dengan hasil yang ditentukan. Dari beberapa pengertian menurut istilah di atas 

dapat dipahami bahwa qardh adalah pemilik harta (saham) menyerahkan 

sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah 

ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduannya berdasarkan pensyaratan yang 

disepakati.46 

Selain pengertian dari pendapat ulama, Qardh rukun dan syarat  

Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun qardh, menurut ulama 

hanafiyah rukun qardh ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi 

maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan muqaridah mudhabarah, 

atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian. 

Menurut jumhur ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu, pertama, 

dua orang yang melakukan perjanjian; kedua, modal; dan ketiga, ijab dan 

qabul (sighat). Ulama Syafi‟iyah memerinci lagi rukunnya ada lima, yaitu 

modal, pekerjaan, laba, sighat, dan da orang yang melakukan perjanjian.47 

Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat qardh, di antaranya: 

a. Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap 

bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat 

orang yang akan mengelola harta adalah wakil dari pemilik harta. Itulah 

sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola harta 

dalam perjanjian qardh/mudharabah. 

                                                             

46 Febri Annisa Sukma, 2Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani, 

“KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN 

SYARIAH DAN MANFAATNYA.” 
47 FAKHRURRAHMAN ARIF, “QARDH DALAM PANDANGAN ISLAM.” 
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b.  Harta, harta  disyaratkan 1) berbentuk uang,5 2) jelas jumlahnya, 3) 

tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola 

saham. Oleh sebab itu, jika saham tu berupa barang, menurut para fuqaha 

(ahli fikih) tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagian 

keuntungannya. Demikian halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan 

saham qardh atau mudharabah. Akan tetapi, bila saham ini berupa wadiah 

(titipan) pemilik saham pada pengusaha, boleh dijadikan saham qardh atau 

mudharabah. 

Apabila saham itu tetap dikuasai sebagiannya oleh pemilik saham, 

maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam hal ini menurut ulama 

Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi‟iyah, perjanjian qardh atau mudharabah 

tidak sah. Namun beda menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham 

tersebut ada di pemilik saham, yang terpenting tidak mengganggu 

keberhasilan usahanya. 

c. Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada 

kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja 

sama dalam usaha keduannya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. 

Apabila pembagian hasil tak jelasmenurut ulama Hanafiyah, perjanjian 

tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik harta mensyaratkan 

bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah 

syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap akan ditanggung 

sendiri oleh pemilik harta. 



44 
 

 

Selain rukun dan syarat qardh juga memiliki dasar hukum dari dalil dan 

hadist yaitu : 

َ قَرْضًا حَسَناً فيَضُٰعِفهَٗ لهَٗ    اضَْعاَفًا مَنْ ذاَ الَّذِيْ يقُْرِضُ اللَّه

 وَاِلَيْهِ ترُْجَعُوْنَ 
ُۖ
طُ ُ ُ يَقْبِضُ وَيَبْص   كَثيِْرَةً ۗوَاللَّه

” Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik,Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, 

dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.Al-Baqarah {2}245) 

 

ِ بْنِ صَالِح  عَنْ سَلَمَةَ  حَدَّثنَاَ أبَوُ كُرَيْب  حَدَّثنَاَ وَكِيع  عَنْ عَلِي 

بْنِ كُهَيْل  عَنْ أبَِي سَلَمَةَ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قاَلَ اسْتقَْرَضَ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فأَعَْطَى سِنًّا فَوْقهَُ وَقاَلَ  ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولُ اللََّّ

 خِياَرُكُمْ مَحَاسِنكُُمْ قَضَاءً 
“Telah menceritakan kepad kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada 

kami Waki‟ dari „Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu 

Salamah dari Abu Hurairah di berkata, “Rasulullah shalallahualaihi 

wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan 

unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam.” 

Beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam 

melunasi utang”. (HR. Muslim No. 3004) 

 

Maka dari permasalahan yang ditemukan peneliti dilapangan tidak sesuai 

dengan asas-asas hukum perjanjian baik menurut KUHPerdata maupun dari 

Hukum Ekonomi Syariah, oleh sebab itu sanksi yang diberikan dari ketua 

arisan kepada anggota arisan yang mengundurkan diri Tidak Sah karena tidak 

patuh pada kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak yang bersangkutan dan 

merugikan salah satu pihak dalam perjanjian sehingga pemberian sanksi 

tersebut tidak memiliki dasar dan kekuatan hukum. 

Selain itu pula seharusnya kerugian yang ditimbulkan dalam praktik arisan 

uang online tetap ditanggung admin arisan bukan ditanggung bersama atau 

anggota arisan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan tinjauan hukum ekonomi 

syariah tentang kekuatan hukum pada perjanjian arisan uang online di desa 

Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung tengah maka 

ditarik kesimpulan yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang kekuatan 

Hukum pada perjanjian Praktik Arisan Uang Online di Desa Rejo Asri, 

Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan 

asas hukum perjanjian baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Perdata yaitu pasal 1338 yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini 

yang memaksa subjek perjanjian untuk patuh pada kesepakatan yang telah 

mereka buat. Selain itu ketua arisan tidak berhak menambah, mengurangi atau 

merubah isi perjanjian yang telah disepakati tanpa persetujuan dari pihak 

kedua karena berlawanan dengan pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang- Undang 

Hukum Perdata yang berbunyi suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali 

selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup., selain itu juga tidak sesuai dengan asas 

sukarela pada pasal 21 KHES dimana anggota yang mengundurkan diri ada 

unsur keterpaksaan dalam pemberian sejumlah uang denda kepada ketua 

arisan. 

B. Saran 
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Peneliti memberikan saran kepada masyarakat untuk mengurangi transaksi 

arisan melalui online karena resiko yang akan dihadapi cukup besar. 

Masyarakat lebih baik melakukan transaksi keuangan secara langsung. 
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